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Drs. Rifki Anata Mustakim, M.Si

Kata Pengantar
Kepala BAPENDA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat
dan Rahmat-Nya lah sehingga buku Profil
Daerah Pendapatan Tahun 2024 ini dapat
disusun. Penyusunan buku Profil Daerah
Pendapatan Tahun 2024 ini adalah selain
bertujuan untuk memberikan informasi
perkembangan realisasi potensi penerimaan
dari beberapa sektor Pajak maupun non Pajak
yang mejadi kewenangan Provinsi khususnya
di Sulawesi Tengah yang dapat dijadikan
bahan referensi dalam membuat perencanaan
dan kebijakan selanjutnya.

Dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya
diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
internal maupun eksternal Badan Pendapatan
Daerah yang telah memberikan kontribusi dan
membantu kelancaran penyusunan buku profil
ini. Kami menyadari buku profil ini jauh dari
sempurna, untuk itu kami memohon masukan,
koreksi dan saran untuk kesempurnaan buku
profil ini dan keberlanjutan penyusunan di
tahun berikutnya. Kami berharap apa yang
terangkum dalam Profil Pendapatan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Demikian
disampaikan, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Palu, Desember 2024

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.
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Latar Belakang
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MAKSUD & TUJUAN
endapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang menjadi hak
pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan daerah,
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan P

1.Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan
Daerah

2.Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan
Daerah

3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah, Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Sistem
Informasi Pendapatan Daerah

4.Pelaksanaan administrasi Badan
5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

pembangunan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Provinsi serta mempunyai fungsi, yaitu:
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DASAR HUKUM
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pokok Tunggakan
Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan
Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Pada
Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah;
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor Dalam Jaringan E-Samsat Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6646)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628)
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Pokok Tunggakan
Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan
Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Pada
Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Penyempurnaan Dasar Hukum, Penyesuaian
Cakupan Wilayah, Penegasan Karakteristik, Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-
Undangan Mengenai Provinsi Sulawesi Tengah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1
Tahun 2020
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Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi
Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengurangan Pokok Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848)
Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Air Permukaan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024
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Gambaran Umum
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SEJARAH KANTOR
Dalam pembentukan Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
menetapkan Perda No. 8 Tahun 2016 untuk membentuk Badan Pendapatan Daerah sebagai penunjang
keuangan. Badan ini merupakan transformasi dari Dinas Pendapatan Daerah, dioptimalkan untuk
pelaksanaan otonomi daerah.

Selanjutnya sebagai unsur pelaksanaan operasional teknis pada Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah
untuk menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diwilayah, maka dibentuk UPTD
Badan Daerah meliputi 13 (tiga belas) UPTD pada Badan Pendapatan Daerah yang terdiri atas:

1.UPTD Pendapatan Wilayah I Kelas A berkedudukan di Kota Palu
2.UPTD Pendapatan Wilayah II Kelas A berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong
3.UPTD Pendapatan Wilayah III Kelas A berkedudukan di Kabupaten Poso
4.UPTD Pendapatan Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Kabupaten Morowali
5.UPTD Pendapatan Wilayah V Kelas A berkedudukan di Kabupaten Banggai
6.UPTD Pendapatan Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Banggai Kepulauan
7.UPTD Pendapatan Wilayah VII Kelas A berkedudukan di Kabupaten Tolitoli
8.UPTD Pendapatan Wilayah VIII Kelas A berkedudukan di Kabupaten Buol
9.UPTD Pendapatan Wilayah IX Kelas A berkedudukan di Kabupaten Tojo Una-Una
10.UPTD Pendapatan Wilayah X Kelas A berkedudukan di Kabupaten Donggala
11.UPTD Pendapatan Wilayah XI Kelas A berkedudukan di Kabupaten Sigi
12.UPTD Pendapatan Wilayah XII Kelas A berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara
13.UPTD Pendapatan Wilayah XIII Kelas A berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut

Kedudukan, susunan oganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah diatur melalui
Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022, sesuai dengan perubahan dalam Peraturan Pemerintah. Tugasnya
termasuk pengelolaan pajak daerah dan retribusi.
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Visi
“Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Andal,
Akuntabel Dan Pelayanan Masyarakat yang
berinovasi”

Misi
1.Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan

kapasitas dan profesionalisme dalam pengelolaan
pendapatan daerah

2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
efektif, efisien, dan profesional

3.Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang
terencana, terarah, terkoordinasi, terkendali, dan
akuntabel
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STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA 

Susunan Organisasi:
   a. Kepala Badan
   b. Sekretaris membawahi:
       1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
       2. Kelompok Jabatan Fungsional
   c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi:
       1. Sub Bidang Pajak Daerah
       2. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain
       3. Kelompok Jabatan Fungsional
   d. Bidang Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Daerah membawahi:
       1. Sub Bidang Pelaporan Data dan Informasi
       2. Sub Bidang Infrastruktur
       3. Kelompok Jabatan Fungsional
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   e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi:
       1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah
       2. Sub Bidang Pengembangan dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan
           Daerah
       3. Kelompok Jabatan Fungsional
    f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi:
       1. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, dan Evaluasi  Pengelolaan
           Pendapatan Daerah
       2. Sub Bidang Pengendalian Sistem Administrasi Pelayanan Pendapatan
           Daerah
       3. Kelompok Jabatan Fungsional
   g. Kelompok Jabatan Fungsional
   h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah membawahi:
       1. Sub Bagian Tata Usaha 
       2. Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
           Kendaraan Bermotor
       3. Seksi Penetapan dan Penagihan
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STRUKTUR ORGANISASI PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN (UPTB)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, maka UPT Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

UPT Pendapatan Wilayah I Kota Palu
UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong
UPT Pendapatan Wilayah III Poso
UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali
UPT Pendapatan Wilayah V Banggai
UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan
UPT Pendapatan Wilayah VII Toli-toli
UPT Pendapatan Wilayah VIII Buol
UPT Pendapatan Wilayah IX Tojo Una-una
UPT Pendapatan Wilayah X Donggala
UPT Pendapatan Wilayah XI Sigi
UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara
UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut
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Dalam pelaksanaannya, UPT Pendapatan Wilayah XII Morowali Utara dan
UPT Pendapatan Wilayah XIII Banggai Laut masih dalam proses
pembentukan. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
juga dibantu oleh 7 (tujuh) Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, 2 (dua)
SAMSAT Corner dan 1 (satu) SAMSAT Digital, yaitu:

UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong Pos Pelayanan SAMSAT
Pembantu Kotaraya
UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan SAMSAT
Pembantu Kolonodale
UPT Pendapatan Wilayah V Banggai Pos Pelayanan SAMSAT
Pembantu Toili
UPT Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan Pos Pelayanan
SAMSAT Pembantu Salakan
UPT Pendapatan Wilayah VII Tolitoli Pos Pelayanan SAMSAT
Pembantu Lempe
UPT Pendapatan Wilayah X Donggala Pos Pelayanan SAMSAT
Pembantu Tompe
SAMSAT Point Wani
SAMSAT Corner Thamrin
SAMSAT Corner Songgolangi
SAMSAT Digital & Drive-Thru Bambaru
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SLTA
terdapat 16 orang 

Diploma III
terdapat 3 orang

S1
terdapat 43 orang

S2
terdapat 20 orang 

Tingkat PendidikanTingkat Pendidikan

2 3 4

GolonganGolongan

Golongan II
terdapat 10 orang 

Golongan III
terdapat 65 orang 

Golongan IV
terdapat 7 orang 

SUMBER DAYA MANUSIA
      Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPENDA Sulteng
memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kualifikasi sebagai berikut:

Laki-Laki
terdapat 40

Perempuan
terdapat 42

Jenis KelaminJenis Kelamin
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Sarana & Prasarana 
     Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan pada BAPENDA Provinsi
Sulawesi Tengah dan UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, tersaji pada
tabel berikut ini:

Sumber: Laporan Kinerja Perangkat Daerah BAPENDA Tahun 2024



Perkembangan
Pendapatan
Daerah
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TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024
        Berikut disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan
Pendapatan Tahun Anggaran 2024. Tabel ini memuat perbandingan
antara target APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan
realisasi penerimaan pada bulan berjalan, beserta persentase capaian
maupun selisih (lebih/kurang) atas target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang disajikan, sebagian besar penerimaan daerah
telah terealisasi dengan cukup baik, namun hasilnya berbeda-beda
untuk setiap jenis penerimaan. Pajak Daerah menjadi penerimaan yang
paling baik karena realisasinya justru melebihi target, terutama dari
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB). Di sisi lain, beberapa penerimaan seperti
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah masih belum
mencapai target, sehingga selisihnya sangat kurang. Kondisi ini
mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan
pendapatan daerah dan optimalisasi potensi sumber-sumber PAD agar
penerimaan daerah ke depannya dapat lebih stabil, merata, dan
berkelanjutan.

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024



TREND KENDARAAN TERBARU TAHUN 2024
    Trend kendaraan terbaru menurut aplikasi LDS PKB
menunjukkan peningkatan penggunaan kendaraan dan digitalisasi
layanan terkait kendaraan, seperti registrasi dan pembayaran pajak
secara online. Selain itu, penegakan hukum lalu lintas makin canggih
dengan teknologi pengawasan otomatis. Berikut tabel dari trend
kendaraan terbaru tahun 2024 menurut aplikasi LDS PKB adalah
sebagai berikut:

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor
berdasarkan jenis dan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis
kendaraan yang paling banyak adalah Sepeda Motor Roda 2 (SPM R2)
di hampir semua kab/kota. Kota Palu memiliki jumlah kendaraan
terbanyak, sedangkan Banggai Kepulauan (Bangkep) paling sedikit.
Data ini berguna untuk mengetahui sebaran dan dominasi jenis
kendaraan di tiap daerah.
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2023

2024

5.5555.555

2020
2021 2022

4.1934.193
4.6904.690 4.8954.895

Perkembangan Realisasi APBD Provinsi
Sulawesi Tengah 

Perkembangan Realisasi APBD Provinsi
Sulawesi Tengah 

(Triliyun Rupiah)(Triliyun Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 7,83%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 7,83%
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4.5434.543



Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli
Daerah

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli
Daerah

(Triliyun Rupiah)(Triliyun Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 17,72%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 17,72%
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2020 2021 2022 2023 2024

1.1221.122

1.4941.494 1.5351.535
1.7141.714

2.1152.115



Perkembangan Realisasi Pajak DaerahPerkembangan Realisasi Pajak Daerah

(Triliyun Rupiah)(Triliyun Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

9.149.14

1.2941.294

1.3971.397

1.7741.774

1.0741.074

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 18,21%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 18,21%
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Perkembangan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)

Perkembangan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

Target Realisasi

2020 2021 2022 2023 2024

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 11,43%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 11,43%
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Perkembangan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Perkembangan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Target Realisasi

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 18,73%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 18,73%

2020

2021

2022

2023

2024

220.0220.0

225.9225.9

245.0245.0

311.8311.8

324.5324.5

365.3365.3

355.5355.5

375.7375.7

395.0395.0

439.2439.2
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Target Realisasi

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 33,05%
Rata-Rata Pertumbuhan

Tahun 2020-2024: 33,05%

2020 2021 2022 2023 2024

212.5212.5

216.3216.3

225.0225.0

273.9273.9

279.0279.0

344.4344.4

355.0355.0

379.6379.6

570.0570.0

644.1644.1

Perkembangan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Perkembangan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB)
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Perkembangan Pajak Air Permukaan (PAP)Perkembangan Pajak Air Permukaan (PAP)

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

2020

Target Realisasi

2021

2022

2023

2024

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 77,31%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 77,31%

11.2011.20 11.4511.45

13.1313.1311.2011.20

15.0015.00 23.0923.09

70.0070.00 71.2971.29

74.0074.00 78.4778.47
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Target Realisasi

20242020 2021 2022 2023

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 2,92%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 2,92%
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Perkembangan Realisasi Pajak RokokPerkembangan Realisasi Pajak Rokok
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Perkembangan Realisasi Retribusi
Daerah

Perkembangan Realisasi Retribusi
Daerah

14.69

19.11

13.13

23.34

19.49

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)
Rata-Rata Pertumbuhan

Tahun 2020-2024: 15,00%
Rata-Rata Pertumbuhan

Tahun 2020-2024: 15,00%

2020 2021 2022 2023 2024
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Perkembangan Realisasi Retribusi
Perizinan Tertentu

Perkembangan Realisasi Retribusi
Perizinan Tertentu

1.0381.038

6.5476.547

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 181,05%
Rata-Rata Pertumbuhan

Tahun 2020-2024: 181,05%

9.8359.835
9.3479.347

5.9505.950
2020

2022

2021
2023

2024
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Perkembangan Realisasi
Retribusi Jasa Umum

Perkembangan Realisasi
Retribusi Jasa Umum

20242020 202320222021

460.7460.7

4.354.35

1.1021.102
1.1991.199

1.6051.605
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 6.29%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 6.29%

2 7   B u k u  P r o f i l



Perkembangan Realisasi
Retribusi Jasa Usaha

Perkembangan Realisasi
Retribusi Jasa Usaha

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

12.79912.799

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: -7,95%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: -7,95%

2024

2020

2023

2022

2021

1.6051.605

7.6817.681

9.2709.270

10.99310.993
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Perkembangan Realisasi Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan (HPKAD)

Perkembangan Realisasi Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan (HPKAD)

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 25,50%
Rata-Rata Pertumbuhan

Tahun 2020-2024: 25,50%

2020 2021 2022 2023 2024

21.91421.914

36.39036.390
32.55832.558

52.41252.412 51.24451.244
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Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 26,23%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 26,23%

Perkembangan Realisasi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Perkembangan Realisasi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

171.285171.285

368.530368.530

191.979191.979

241.380241.380

270.173270.173
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2020
3.0303.030

2021
3.0993.099

2022
3.3193.319

2023
2.8232.823

3.4293.429
2024

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 3,98%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: 3,98%

Perkembangan Realisasi
Dana Perimbangan

Perkembangan Realisasi
Dana Perimbangan

(Triliun Rupiah)(Triliun Rupiah)
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Perkembangan Realisasi Lain-lain
Pendapatan Yang Sah

Perkembangan Realisasi Lain-lain
Pendapatan Yang Sah

(Milyar Rupiah)(Milyar Rupiah)

Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: -4,22%
Rata-Rata Pertumbuhan
Tahun 2020-2024: -4,22%

2020

2021

2022

2023

2024

40.03140.031

52.33752.337

16.83116.831

5.6355.635

10.52310.523
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Langkah-
Langkah Strategis
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      Perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat akan layanan publik
menuntut kita untuk terus melakukan inovasi termasuk dalam hal melayani
guna meningkatkan pendapatan daerah (pajak, retribusi maupun pendapatan
lainnya yang sah). Saat ini Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan
salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar bagi Sulawesi
Tengah, berikut beberapa gambaran umum dari strategi yang dilakukan oleh
BAPENDA adalah sebagai berikut:

1.  Sistem Samsat Online Terintegrasi dan Tersentralisasi 
Sistem SAMSAT online terintegrasi dan tersentralisasi adalah sebuah
platform digital yang dirancang untuk menyederhanakan dan memusatkan
proses administrasi kendaraan bermotor, seperti pembayaran pajak
kendaraan, pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan
pengelolaan data kendaraan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik terkait
kendaraan bermotor. Dengan adanya sistem SAMSAT online terintegrasi
dan tersentralisasi, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik,
mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Salah satunya layanan informasi online dalam website resmi Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
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2. Penegakkan Hukum Gakkum (PKB)
Penegakan hukum (Gakkum) dalam konteks Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan
bahwa semua pemilik kendaraan bermotor dan mobil mematuhi
kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.  
Kegiatan Gakkum merupakan kegiatan rutin sebagai upaya
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum
(Gakkum) PKB ini penting untuk menjaga ketertiban di jalan raya,
memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi, telah
memenuhi kewajiban pajaknya, serta mendukung pembangunan
infrastruktur dan layanan publik melalui penerimaan pajak yang
optimal.
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3. Pendataan, Penelusuran dan Penagihan
Pendataan, penelusuran, penagihan merupakan serangkaian proses
penting dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk dalam
konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Proses-proses ini
bertujuan untuk memastikan bahwa semua objek pajak (dalam hal ini
kendaraan bermotor dan mobil) terdaftar dengan benar, kewajiban
pajaknya dapat dilacak, dan penagihan dilakukan secara efektif.
Sinkronisasi data juga diperlukan untuk menjaga keakuratan dan
konsistensi informasi di seluruh sistem. Kegiatan pendataan langsung
dilakukan di alamat wajib pajak ataupun letak kepemilikan dan lokasi
objek pajak berada.

3 6   B u k u  P r o f i l



4. Sosialisasi (Tatap Muka/Forum, Media Cetak, dan Media Elektronik)
Hal-hal yang baru baik itu rancangan regulasi, kebijakan, maupun
produk layanan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak. Tim
Bapenda Sulawesi Tengah terus mengadakan sosialisasi baik melalui
tatap muka atau forum diskusi, media cetak, media elektronik, sms,
bahkan sampai pada media sosial. Tujuannya agar masyarakat Sulteng
juga mengetahui kemudahan fasilitas layanan yang dapat digunakan.
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5. Pemberitahuan dan Teguran PKB melalui Surat maupun melalui Short
   Message System (SMS)

Pemberitahuan dan teguran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
melalui surat maupun melalui Short Message System (SMS)
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak kendaraan. Ini adalah langkah preventif
dan persuasif yang dilakukan sebelum tindakan penegakan hukum
yang lebih tegas, seperti denda, blokir STNK, atau penindakan di
jalan.
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6. E-Samsat Sulteng dan Samsat Online Nasional
Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat kita hindari, olehnya
Bapenda Sulteng bersama Tim Pembina Samsat dan Perbankan juga
bekerjasama dalam mengikuti perkembangan layanan tersebut
berbasis IT guna memudahkan masyarakat dalam pembayaran proses
Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan e-Samsat baik skala local
maupun nasional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat atau wajib pajak di Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak
sempat mengunjungi Kantor Samsat.
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7. Koordinasi Bersama Mitra dan Pihak Terkait Melalui Rapat Guna 
    Pengembangan Layanan

Dalam melakukan pemacahan suatu masalah maupun pengembangan
layanan, tim Bapenda selalu melakukan koordinasi dengan mitra
terkaitagar secara bersama-sama lebih baik dalam melayani
masyarakat.
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8. Kegiatan Pemberian Insentif PKB
Insentif pajak kendaraan bermotor diberikan dalam rangka memaksimalkan
penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak yang tidak melakukan
daftar ulang atas kewajiban pembayaran pajak kendaran bermotor yang berpotensi
menjadi kadaluarsa penagihan. selain itu, insentif diberikan untuk meringankan
beban finansial kepada masyarakat atas kewajibannya membayar pajak kendaraan
bermotor, serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Untuk memperoleh berupa pembebasan atas pokok pajak dan pembebasan sanksi
administratif/denda pajak kendaraan bermotor, pemilik kendaraan bermotor harus
menunjukan dokumen/data administratif terdiri atas, kartu identitas wajib pajak,
dokumen ukti kepemilikan kendaraan yaitu STNK dan/atau BPKB, surat
keterangan fiscal bagi kendaraan luar daerah, surat ketetapan pajak daerah terakhir,
bukti penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen perubahan bentuk
dan fungsi kendaraan bermotor, dan dokumen kendaraan bermotor lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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UNIT
PELAKSANAAN
TEKNIS (UPT)

BAPENDA
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Palu Wilayah I
2. Samsat Corner Thamrin
3. Samsat Corner Songgolangi 
4. Samsat Gerai MPP Sulteng
5. Samsat Keliling Palu
6. Samsat Drive Thru Palu

KANTOR UPTD SAMSAT WILAYAH I PALU
Alamat: Jl. R.A. Kartini, Telp. (045) 485583 
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Parigi Wilayah II
2. Pos Pelayanan Mepanga
3. Samsat Keliling Parimo

KANTOR UPTD SAMSAT 
WILAYAH II PARIGI 

Alamat: Jl. Trans Sulawesi, Kel. Kampal, Kec.
Parigi, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 



4 5   B u k u  P r o f i l

Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Poso Wilayah III
2. Gerai Samsat Tentena
3. Samsat Keliling Poso

KANTOR UPTD SAMSAT WILAYAH III POSO 
Alamat: Jl. P. Kalimantan No.24, Sayo, Kec. Poso Kota

Selatan, Kab. Poso, Sulawesi Tengah
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Morowali Wilayah IV
2. Pos Pelayanan Kolonedale
3. Samsat Keliling Morowali
4. Samsat Drive Thru Meronga

KANTOR UPTD SAMSAT 
WILAYAH IV MOROWALI  

Alamat: Jl. Trans Sulawesi, Bente, Kec. Bungku
Tengah, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, 

Telp. 0822-9211-8463
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Banggai Wilayah V
2. Pos Pelayanan Toili
3. Samsat Keliling Banggai
4. Samsat Drive Thru Banggai 

KANTOR UPTD SAMSAT WILAYAH V BANGGAI 
Alamat: Jl. Tj. Tuwis, Luwuk, 
Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Banggai Kepulauan Wilayah VI
2. Pos Pelayanan Salakan
3. Samsat Keliling Banggai Kepulauan

KANTOR UPTD SAMSAT 
WILAYAH VI BANGGAI KEPULAUAN  

Alamat: Jl. Jogugu Zakaria, Lampa, Banggai, 
Banggai Laut, Sulawesi Tengah
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Toli-Toli Wilayah VII
2. Pos Pelayanan Lempe
3. Samsat Keliling Toli-Toli
4. Samsat Drive Thru Toli-Toli

KANTOR UPTD SAMSAT WILAYAH VII TOLIS
Alamat: Jl. Daud Lapau, Tuweley, Kec. Baolan, 

Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah



5 0   B u k u  P r o f i l

Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Buol Wilayah VIII
2. Gerai Samsat Paleleh
3. Gerai MPP Buol
4. Samsat Keliling Buol

KANTOR UPTD SAMSAT WILAYAH VIII BUOL 
Alamat: Jl. Batalipu No. 50, 
Kab. Buol, Sulawesi Tengah
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Touna Wilayah IX
2. Samsat Keliling Touna

KANTOR UPTD SAMSAT WILAYAH IX TOUNA 
Alamat: Jl. Sungai Bongka, Kel Uentanaga Atas,
Sumoli, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una,

Sulawesi Tengah
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Donggala Wilayah X
2. Pos Pelayanan Tompe
3. Sambarmo Donggala
2. Samsat Keliling Donggala

KANTOR UPTD SAMSAT 
WILAYAH X DONGGALA 

Alamat: Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, 
Kab. Donggala, Sulawesi Tengah
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Sigi Wilayah XI
2. Samsat Keliling Sigi

KANTOR UPTD SAMSAT WILAYAH XI SIGI 
Alamat: Jl. Karaja Lemba III No.16
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Morowali Utara Wilayah XII
2. Samsat Keliling Morowali Utara
3. Samsat Drive Thru Morowali Utara

KANTOR UPTD SAMSAT 
WILAYAH XII MOROWALI UTARA 

Alamat: Jl. Wolter Monginsidi, Bahoue, Kec. Petasia,
Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah 
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Titik Layanan Pendapatan:
1. Kantor Samsat Banggai Laut Wilayah XIII
2. Samsat Keliling Banggai Laut

KANTOR UPTD SAMSAT 
WILAYAH XIII BANGGAI LAUT 
Alamat: Jl. Jogugu Zakaria, Lampa, 

Banggai, Banggai Laut, Sulawesi Tengah



Fungsi utamanya:
1.Pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) – pembayaran pajak

tahunan maupun 5 tahunan
2.SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan) – yang dikelola oleh Jasa Raharja
3.Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor – penerbitan

STNK, pengesahan STNK, mutasi, dan lain-lain, yang ditangani
oleh kepolisian (Ditlantas Polda Sulteng)

4.Koordinasi pelayanan Samsat lainnya – termasuk Samsat
pembantu, Samsat Keliling, dan Samsat Corner di wilayah kerja
Samsat Wilayah I (Palu dan sekitarnya)

Jadi,Samsat Induk berperan sebagai kantor utama yang
mengintegrasikan tiga instansi:

Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah (pajak daerah/PKB & BBN-
KB)
Ditlantas Polda Sulteng (registrasi dan identifikasi kendaraan)
Jasa Raharja (asuransi kecelakaan lalu lintas)

1.Samsat Induk
Samsat Induk Bapenda Sulawesi Tengah adalah kantor utama
pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di
bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi
Sulawesi Tengah
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2. Samsat Keliling
Samsat Keliling Online adalah layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor yang dapat dilakukan secara daring (online) tanpa harus
datang ke lokasi Samsat keliling secara fisik. Layanan ini
memungkinkan pemilik kendaraan untuk membayar pajak kendaraan
mereka melalui platform digital, seperti website atau aplikasi resmi
yang disediakan oleh pemerintah atau pihak terkait. 
Dengan adanya Samsat keliling online, proses pembayaran pajak
kendaraan menjadi lebih efisien dan praktis, karena pemilik
kendaraan tidak perlu antri atau datang ke lokasi tertentu. Mereka
hanya perlu mengakses platform online, memasukkan data kendaraan,
melakukan pembayaran, dan menerima bukti pembayaran secara
elektronik. Layanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah
untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakan kendaraan, serta mengurangi kepadatan dan antrean di
lokasi Samsat fisik.
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3. Samsat Drive Thru
Samsat Drive Thru Adalah inovasi pelayanan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap (Samsat) yang dibuat oleh Bapenda Sulteng
bersama Ditlantas Polda Sulteng dan Jasa Raharja, dengan konsep
pelayanan tanpa turun dari kendaraan. Jadi, Samsat Drive Thru
Bapenda Sulteng bukan hanya soal bayar pajak tanpa turun
kendaraan, tapi juga bagian dari upaya reformasi pelayanan publik
untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan ramah
masyarakat.
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4. Pos Pelayanan
Pos Pelayanan Samsat adalah titik layanan yang dikelola oleh Bapenda
Provinsi Sulawesi Tengah (dan instansi terkait seperti Ditlantas dan
Jasa Raharja) yang menyediakan layanan administratif berkaitan
dengan pajak kendaraan bermotor, STNK, dan pengesahan STNK
dengan cara yang lebih mendekat ke masyarakat. Pos ini tidak sebesar
kantor Samsat Induk, tetapi lebih kecil dan berada di lokasi yang
strategis agar masyarakat lebih mudah mengakses. Pos pelayanan juga
mirip dengan Gerai Samsat atau Samsat Corner, tetapi biasanya lebih
sederhana dan ditempatkan di daerah kecamatan atau lokasi tertentu.

5. Gerai Samsat
Gerai Samsat dibentuk oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah
bersama Ditlantas Polda Sulteng dan PT Jasa Raharja sebagai upaya
mendekatkan pelayanan publik. Sulawesi Tengah memiliki wilayah
yang cukup luas, sehingga masyarakat di kabupaten/kecamatan yang
jauh sering kesulitan datang ke Samsat Induk. Dengan adanya Gerai,
layanan menjadi lebih mudah dijangkau.
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Samsat Corner merupakan inovasi pelayanan publik yang
dirancang agar lebih ringkas, cepat, dan mudah dijangkau
masyarakat. Layanan ini ditempatkan di lokasi strategis seperti
bank, pusat perbelanjaan, atau area keramaian lainnya.
Kehadirannya merupakan hasil kolaborasi antara Bapenda
Sulawesi Tengah, Ditlantas Polda Sulteng, dan PT Jasa Raharja,
dengan tujuan utama mempermudah wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
Di Kota Palu, terdapat dua Samsat Corner yang aktif beroperasi,
yaitu:
1.Samsat Corner Songgolangi di Kecamatan Tatanga, berlokasi

di dalam Gedung Bank Sulteng bersama dengan kantor Bank
Sulteng.

2.Samsat Corner Palu di Jalan M. H. Thamrin, yang
memberikan alternatif layanan tambahan bagi masyarakat di
pusat kota.

6. Samsat Corner
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